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TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi | Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia tanggal 14 Februari 2017 perlu melakukan pemberhentian dan
pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan administrasi di lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan
Administrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
164);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomeor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015
tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-
07.KP.05.02 Tahun 2015 tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Administrasi di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya
sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur
5, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar
lampiran Keputusan ini.

Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Maret 2017

NTERI HUKUM DAN HAK ASASLMANUSIA
ERBLIK INDONESIA
RETARIS JENDERA

)f/ RANTAM SARIWANTO
7 196012151988021001

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian:;
Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual;

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum:;

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
11. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : SEK-16.KP.03.03 TAHUN 2017
TANGGAL : 07 Maret 2017
PANGKAT
NO NAMA / NIP (GOL/RUANG) JABATAN LAMA JABATAN BARU KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
1. NURBAYA, S.H., M.Si. Pembina Tk. | Kepala Subdirektorat Permohonan dan | Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan | Eselon lll.a
NIP. 196305281993032001 (Iv/b) Publikasi pada Direktorat Hak Cipta dan | Dokumentasi pada Direktorat Hak Cipta dan | Tunjangan jabatan struktural
Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | sebesar Rp.1.260.000,00
Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual -
2, Ir. SURATNO, M.IPL. Pembina Tk. | Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Desain | Kepala Subdirektorat Permohonan dan sda.
NIP. 196101161994031001 (Ivib) Industri pada Direktorat Hak Cipta dan | Publikasi pada Direktorat Hak Cipta dan
Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | Desain  Industri  Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual
3. Drs. HARYADI PUNTO HANDOYO, Pembina Tk. | Kepala Subdirektorat Sertifikasi dan | Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Desain sda.
M.Si. (IVib) Dokumentasi pada Direktorat Hak Cipta dan | Industri pada Direktorat Hak Cipta dan
NIP. 196302251991031001 Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | Desain Industri  Direktorat  Jenderal
Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual
4, ADEL CHANDRA, S.Kom., M.M. Pembina Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi | Kepala Subdirektorat Perencanaan pada sda.
NIP. 197708082002121001 (IV/a) Kekayaan Intelektual pada Direktorat | Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan
Teknologi Informasi Direktorat Kekayaan | Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Intelektual
5. RAHMAD RIYANTO, S.H., M.M. Pembina Tk. | Kepala Bagian Kepegawaian pada | Kepala Subdirektorat Notariat pada sda.
NIP. 196109261986031001 (IV/b) Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi | Direktorat Perdata Direktorat Jenderal
Hukum Umum Administrasi Hukum Umum
6. SUCIPTO, S.H., M.H., M.Kn. Penata Tk. | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan | Kepala Bagian Kepegawaian pada sda.
NIP. 197103251999031001 (l/d) Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat | Sekretariat Direktorat Jenderal Administrasi
Jenderal Administrasi Hukum Umum Hukum Umum
7. DELMAWATI, S.H., M.H. Pembina Kepala Bagian Program dan Pelaporan | Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan sda.
NIP. 197306141994032003 (IV/a) pada Sekretariat Direktorat Jenderal | Tata Usaha pada Sekretariat Direktorat
Administrasi Hukum Umum Jenderal Administrasi Hukum Umum
8. FREDY HENDRATA, S.Sos. Penata Tk. | Kepala Subbagian Penyusunan Rencana | Kepala Bagian Program dan Pelaporan sda,
NIP. 197805312005011001 (H/d) dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat | pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Jenderal Administrasi Hukum Umum Administrasi Hukum Umum
9..
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9. A. AHSIN THOHARI, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum | Kepala Subdirektorat Partai Politik pada | Eselon lil.a
NIP. 197308042006041001 (I1/d) Partai Politik pada Direktorat Tata Negara | Direktorat Tata Negara Direktorat Jenderal | Tunjangan jabatan struktural
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum | Administrasi Hukum Umum sebesar Rp.1.260.000,00
Umum
10. | Dr. ROBERIA, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang sda.
NIP. 197004232005011007 (1li/d) Politik dan Pemerintahan pada Direktorat | Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan
Harmonisasi Peraturan Perundang- | Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat
undangan | Direktorat Jenderal Peraturan { Harmonisasi Peraturan Perundang-
Perundang-undangan undangan | Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
11. | FIQI NANA KANIA, S H., M.H. - Pembina Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang sda.
NIP. 197311112001122001 (IV/a) Hukum dan Hak Asasi Manusia pada | Politik dan Pemerintahan pada Direktorat
Direktorat Harmonisasi Peraturan | Harmonisasi Peraturan Perundang-
Perundang-undangan | Direktorat Jenderal | undangan | Direktorat Jenderal Peraturan
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan
12. | MARKUS HARDJANTO, S.H., M.H. Pembina Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang | Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang sda.
NIP. 197203012000031001 (IVia) Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan | Hukum dan Hak Asasi Manusia pada
Kesejahteraan Rakyat pada Direktorat | Direktorat Harmonisasi Peraturan
Harmonisasi Peraturan Perundang- | Perundang-undangan | Direktorat Jenderal
undangan [ Direktorat Jenderal Peraturan | Peraturan Perundang-undangan
Perundang-undangan -_
13. | ERNI HARIS, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum pada | Kepala Bagian Kepegawaian pada sda.
NIP. 196601121999032001 (IVib) Pusat Data dan Teknologi Informasi | Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan
Sekretariat Jenderal Perundang-undangan
14. | HADDRYSON, S.H., M.H. Pembina Tk. | Kepala Bagian Kepegawaian pada | Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum pada sda.
NIP. 197402051993031001 (IVib) Sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan | Pusat Data dan Teknologi Informasi
Perundang-undangan Sekretariat Jenderal
15. | SYAHRIZAL LUBIS, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Subbagian Layanan Pengaduan | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | EselonV.a
NIP. 196908132001121001 (l/d) pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektur Wilayah IV Inspektorat Jenderal Tunjangan jabatan struktural
sebesar Rp. 540.000,00
16. | JACKSON SIMAMORA, S.H., M.Si. Penata Tk. | Fungsional Umum pada Inspektorat | Kepala Subbagian Layanan Pengaduan sda.
NIP. 197708241998031001 (H/d) Jenderal pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
17. | DIAN SAPTAWATI, S.E., M.Si. Penata Kepala Subbagian Kelembagaan dan | Kepala Subbagian Persuratan dan Arsip sda.
NIP. 197712102005012002 (lll/c) Reformasi Birokrasi pada Sekretariat | pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal 18
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18. | NURMALASARI, S.H., M.H. Penata Fungsional Umum pada Inspekiorat | Kepala Subbagian Kelembagaan dan | Eselon|V.a
NIP. 197809011999032001 (llifc) Jenderal Reformasi Birokrasi pada Sekretariat | Tunjangan jabatan struktural
Inspektorat Jenderal sebesar Rp. 540.000,00
19. | MILANTO SIMANJUNTAK, S.E. Penata Tk. | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.
NIP. 197505222003121001 (ihidy Inspektur Wilayah VI Inspektorat Jenderal Inspektur Wilayah Il Inspektorat Jenderal
20. | TIARMA ROSA SINAGA, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Subbagian Pengelolaan dan Analisis | Kepala Subbagian Tata ~ Usaha pada sda.
NIP. 197005212005012001 (I/d) Data Hasil Pengawasan | pada Sekretariat | Inspektur Wilayah VI Inspektorat Jenderal
Inspektorat Jenderal
21. | HERU SAPRUDIN, S.H. Penata Fungsional Umum pada Inspektorat | Kepala Subbagian Pengelolaan dan Analisis sda.
NIP. 197102192001121001 (lll/c) Jenderal Data Hasil Pengawasan | pada Sekretariat
Inspektorat Jenderal
22. | BARKAH WATI WIJAYA Penata TK. | Kepala Subbagian Umum Kepegawaian | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.
NIP. 196203011982032002 {11/d) pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektur Wilayah V Inspektorat Jenderal
23. | HERNIKA ANDRIANI, S.H. Penata Fungsional Umum pada Inspektorat | Kepala Subbagian Umum Kepegawaian sda.
NIP. 197311021993032001 (lll/e) Jenderal pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
24. | ANIAH, S.T. Penata Fungsional Umum pada  Direktorat | Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi sda.
NIP. 197606112006042002 (li/e) Teknologi Informasi Direktorat Jenderal | Kekayaan Intelektual pada Direktorat
Kekayaan Intelektual Teknologi Informasi Direktorat Kekayaan
Intelektual
25. | Drs. LUTHER PASANDE Penata Tk. | Kepala Seksi Administrasi Permohonan | Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi sda.
NIP. 196212311992031002 (1/d) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain | pada Direktorat Hak Cipta dan Desain
Industri  Direktorat Jenderal Kekayaan | Industri Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Intelektual
26. | ANTON EDWARD WARDHANA, Pembina Kepala Seksi Sertifikasi, Mutasi dan Lisensi | Kepala Seksi Administrasi Permohonan sda.
S.Kom., M.Si. (IV/a) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain | pada Direktorat Hak Cipta dan Desain
NIP. 197407041999031001 Industri Direktorat Jenderal Kekayaan | Industri Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Intelektual
27. | LUKY PRAWENDA, S.Kom., M.M. Penata Tk. | Kepala Seksi Kiasifikasi dan Publikasi pada | Kepala Seksi Verifikasi Ciptaan dan Produk sda.
NIP. 196604231991031001 (ih/d) Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri | Hak Terkait pada Direktorat Hak Cipta dan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Desain  Industri  Direktorat  Jenderal
- Kekayaan Intelektual
28. | JUARA PAHALA MARBUN, S.T. Penata Tk. | Kepala Seksi Verifikasi Ciptaan dan Produk | Kepala Seksi Klasifikasi dan Publikasi pada sda.
NIP. 197012192001121001 (I1/d) Hak Terkait pada Direktorat Hak Cipta dan | Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri
Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kekayaan Intelektual
29. | AHMAD RIFADI, S.H., M.Si. Pembina Kepala Seksi Lembaga Manajemen Kolektif | Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan sda.
NIP. 197408072000031001 (IVia) pada Direktorat Hak Cipta dan Desain | Litigasi pada Direktorat Hak Cipta dan
Industri  Direktorat Jenderal Kekayaan | Desain  Industri  Direktorat  Jenderal
Intelektual Kekayaan Intelektual
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30. | IRBAR SUSANTO, S.H., M.H. Pembina Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan | Kepala Seksi Lembaga Manajemen Kolektif | Eselon [V.a
NIP. 196207261982111001 (IVia) Litigasi pada Direktorat Hak Cipta dan | pada Direktorat Hak Cipta dan Desain | Tunjangan jabatan struktural
Desain  Industri  Direktorat  Jenderal | Industri Direktorat Jenderal Kekayaan | sebesar Rp. 540.000,00
Kekayaan Intelektual Intelektual
31. | PUJIATI LESTARI, S.H., M.H. Pembina Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.
NIP. 196612251991032001 (IvVia) Alternatif pada Direktorat Penyidikan dan | Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian
Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal | Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan
- Kekayaan Intelektual Intelektual
32. | CECEP SARIP HIDAYAT, S.H., M.H. - Penata Tk. | Fungsional Umum pada Inspektorat | Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa sda.
NIP. 197410222003121002 (Im/d) Jenderal Alternatif pada Direktorat Penyidikan dan
Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
33. | AGUS DWIYANTO, S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi | Kepala Subbagian Peraturan Perundang- sda.
NIP. 197408032000121002 (1/d) Kekayaan Intelektual pada Direktorat Kerja | undangan, Kelembagaan dan Reformasi
Sama dan Pemberdayaan Kekayaan | Blrokrasi pada Sekretariat Direktorat
Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan | Jenderal Kekayaan Intelektual
Intelektual
34. | AULIA ANDRIANI GIARTONO, S.T. Pembina Kepala Seksi Diseminasi dan Promosi pada | Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi sda.
NIP. 197702272000032001 (IV/a) Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan | Kekayaan Intelektual pada Direktorat Kerja
Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal | Sama dan Pemberdayaan Kekayaan
Kekayaan Intelektual Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual
35. | KUSWARDHANTI ARIWATI RAHAYU, Penata Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan | Kepala Seksi Diseminasi dan Promosi pada sda.
S.Sos., M.Si. (lifc) pada Sekretariat Direktorat Jenderal | Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan
NIP. 197102182001122001 Kekayaan Intelektual Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual
36. | NILA MANILAWATI, S.H., M.H. Pembina Kepala Subbagian Peraturan Perundang- | Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan sda.
NIP. 197601232000032001 (IV/a) undangan, Kelembagaan dan Reformasi | pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Blrokrasi pada Sekretariat Direktorat | Kekayaan Intelektual
Jenderal Kekayaan Intelektual
37. | DONNY ANGGORO, S.E. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Sekretariat | Kepala Subbagian Penyusunan Rencana sda.
NIP. 198012222010121001 (I/b) Jenderal dan Anggaran pada Sekretariat Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum
38. | BACKY KRISNAYUDA, S.H., M.H. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Seksi Pendaftaran Badan Hukum sda.
NIP. 198706112006041001 (I1/b) Administrasi Hukum Umum Partai Politik pada Direktorat Tata Negara
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum
Umum
39. | FAJAR ARI SAPUTRA, S.H. Penata Muda Tk. | | Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Seksi Pendapat Hukum pada sda.
Administrasi Hukum Umum Direktorat Perdata Direktorat Jenderal

NIP. 198201312005011001

(Il1/b)

Administrasi Hukum Umum
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40. | IWAN SETIAWAN, S.H., M.H. Penata Tk. | Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Seksi Dokumentasi Notariat dan | Eselon IV.a
NIP. 197107172001121001 (Hi/d) Administrasi Hukum Umum Sekretariat Majelis Pengawas Pusat Notaris | Tunjangan jabatan struktural
pada Direktorat Perdata Direktorat Jenderal | sebesar Rp. 540.000,00
Administrasi Hukum Umum
41. | PAWIT SUTRISNO, S.H. Penata Tk. | Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Seksi Legalisasi pada Direktorat sda.
NIP. 196610031988031001 (1n/dy Administrasi Hukum Umum Perdata Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum :
42. | TOPAN SOPUAN, S.Sos., S.H., M.H. Penata Tk. | Kepala Seksi Pengelolaan Data | Kepala Seksi Analisis, Pertimbangan dan sda.
NIP. 197412252003121001 (l/d) Kewarganegaraan pada Direktorat Tata | Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata
Negara Direktorat Jenderal Administrasi | Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Hukum Umum
43. | HARUN SILITONGA, S.H. Penata Tk. | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | Kepala Seksi Pengelolaan Data sda.
NIP. 197011131991031002 (i/d) Direktorat Perdata Direktorat Jenderal | Kewarganegaraan pada Direktorat Tata
Administrasi Hukum Umum Negara Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum
44, | ANI TURBIANA, S.H. Penata Tk. | Kepala Seksi Analisis, Pertimbangan dan | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.
NIP. 196912041991032001 (1/d) Advokasi Partai Politik pada Direktorat Tata | Direktorat Perdata Direktorat Jenderal
Negara Direktorat Jenderal Administrasi | Administrasi Hukum Umum
Hukum Umum
45. | RATIH FEBRIANA, S.H., M.H. Penata Perancang Peraturan Perundang-undangan | Perancang Peraturan Perundang-undangan sda.
NIP. 198202222008012001 (Ill/c) Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi | Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi
Bidang Politik pada Direktorat Harmonisasi | Bidang Pemerintahan pada Direktorat
Peraturan Perundang-undangan | Direktorat | Harmonisasi Peraturan Perundang-
Jenderal Peraturan Perundang-undangan undangan | Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
46. | IBNU TRIWIJAYA, S.H. Penata Perancang Peraturan Perundang-undangan | Perancang Peraturan Perundang-undangan sda.
NIP. 198210112005011001 (lll/c) Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi | Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Il | Bidang Politik pada Direktorat Harmonisasi
pada Direktorat Harmonisasi Peraturan | Peraturan Perundang-undangan | Direktorat
Perundang-undangan | Direktorat Jenderal | Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
47. | NURFAQIH IRFANI, S.H., M.H. Penata Kepala  Seksi Harmonisasi  Bidang | Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum sda.
NIP. 198004272005011002 (Mfc) Pemerintahan pada Direktorat Harmonisasi | dan Hak Asasi Manusia |l pada Direktorat
Peraturan Perundang-undangan | Direktorat | Harmonisasi Peraturan Perundang-
Jenderal Peraturan Perundang-undangan undangan | Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
48. | KARTIKA HAPSARI, S.H. Penata Muda Tk. | | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.

NIP. 197811042009012001

)

Direktorat Harmonisasi Peraturan
Perundang-undangan | Direktorat Jenderal
Peraturan Perundang-undangan

Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan
Daerah dan Pembinaan Perancang
Peraturan Perundang-undangan Direktorat
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
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49. | SIDI RUSGIONO, S.E., M.H. Penata Tk. | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | Kepala Subbagian Tata Usaha pada | EselonIV.a
NIP. 197112201993031001 (1/d) Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan | Direktorat Harmonisasi Peraturan | Tunjangan jabatan struktural
Daerah dan Pembinaan  Perancang | Perundang-undangan | Direktorat Jenderal | sebesar Rp. 540.000,00
Peraturan Perundang-undangan Direktorat | Peraturan Perundang-undangan
Jenderal Peraturan Perundang-undangan
50. | LAST SARIYANTI, AMd.IP., S.H., M.H. Penata Kepala Subbidang Pengkajian dan | Kepala Subbidang Evaluasi pada Pusat sda.
NIP. 197801042000122001 (/c) Pengembangan Kebijakan Kelembagaan | Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan | Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan
Kebijakan Badan Penelitian dan | Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengembangan Hukum dan Hak Asasi | Hukum dan Hak Asasi Manusia
Manusia '
51. | YUDHY CHAERUDIN, S.E., M.Si. Penata Tk. | Kepala Subbidang Evaluasi pada Pusat | Kepala Subbidang Pengkajian dan sda.
NIP. 197607262001121001 (1/d) Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan | Pengembangan Kebijakan Kelembagaan
Fungsional dan Hak Asasi Manusia Badan | pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan
Pengembangan Sumber Daya Manusia | Kebijakan Badan Penelitian dan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengembangan Hukum dan Hak Asasi
Manusia
52. | SRI LISNAWATI, S.H. Penata Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Subbagian Tata Usaha pada sda.
NIP. 198211232006042001 (I/e) Peraturan Perundang-undangan Direktorat Pengundangan, Penerjemahan,
dan Publikasi Peraturan Perundang-
undangan Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
53. | IRMA MARIANA, S.T., M.Si. Penata Fungsional Umum pada Direktorat Jenderal | Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan sda.

NIP. 198006292006042002

(lll/c)

Kekayaan Intelektual

dan Protokol pada Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual

a-RMENTERI HUKUM DAN HAK AS#

| MANUSIA




